FILANTOPHY DAN MASA DEPAN PENDIDIKAN TINGGI by Muhammad, Munadi
1 
 
FILANTOPHY DAN MASA DEPAN PENDIDIKAN TINGGI 
Muhammad Munadi 1 – FITK IAIN SURAKARTA 
muhammadmunadi@gmail.com 
 
 
A. Latar Belakang 
Saat ini,  perguruan tinggi di Indonesia terdapat 82 berstatus  Negeri 
(PTN) dan lebih dari 2800 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) serta satu 
Universitas Terbuka di bawah binaan  Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan.  Jumlah tersebut masih ditambah Perguruan Tinggi Agama 
Islam (PTAI) di bawah Kementerian Agama sampai sekarang mencapai 
jumlah 577 buah (53 Negeri dan 524 Swasta). Sejumlah perguruan tinggi 
tersebut baru menampung kurang lebih 5,062 juta mahasiswa dari sekitar 
25,35 juta penduduk usia 18-24 tahun, sehingga angka partisipasi kasar 
pendidikan tinggi baru sekitar 19,97%.  BPS (2014) memberikan 
gambaran sebagai berikut:  
Tabel 1  APK Perguruan Tinggi 
Komponen 2013 Laki : Perempuan 
Usia 19 – 24 tahun 25.350.900 0,95 
Perguruan Tinggi Negeri 1.132.427 0,87 
Perguruan Tinggi Swasta 2.745.881 0,81 
Pendidikan Guru Dalam Jabatan 47.253 0,81 
Perguruan Tinggi Agama Islam 585.741 1,01 
Universitas Terbuka 521.644 1,63 
Jumlah  Mahasiswa 5.062.574 0,94 
APK 19,97% 5,13 
 
Angka-angka tersebut masih jauh di bawah capaian negara-negara di 
Asia Tenggara. Angka partisipasi kasar Malaysia mencapai 32,5%, 
Thailand 42,7%, Filipina 28,1%, bahkan Cina telah mencapai 20,3%, 
sedangkan Korea Selatan mencapai 91%. Menurut Sofyan Effendi 
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(2007:2) bahwa rendahnya tingkat partisipasi pendidikan tinggi dan mutu 
pendidikan yang jauh tertinggal dari standar mutu internasional, 
menjadikan Indonesia incaran negara eksportir jasa pendidikan.  
Disamping itu  APK pendidikan tinggi di Indonesia relatif masih rendah, 
namun ironisnya banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak 
mendapatkan lapangan kerja. Data dari BPS pada tahun 2007 
menunjukkan jumlah sarjana menganggur mencapai lebih dari 400.000 
orang. Hal tersebut merupakan indikator yang menunjukkan bahwa 
banyak perguruan tinggi di Indonesia yang belum bisa menghasilkan 
lulusan dengan kualitas yang dapat memenuhi harapan dan kebutuhan 
lapangan kerja. Ekspansi perguruan tinggi yang kurang dibarengi dengan 
peningkatan kualitas dapat menjadi bumerang bagi pertumbuhan 
ekonomi dan kemajuan bangsa karena lemahnya daya saing bangsa. 
Belum lagi perguruan tinggi menurut Mohammad Ali (2009:179) 
dihadapkan tantangan akselerasi substansi pendidikan dan pengajaran 
yang harus relevan dengan dunia usaha, dunia bisnis/dunia industri maju 
dan juga harus mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 
di tingkat global. 
Peningkatan mutu perguruan tinggi diperlukan pendanaan serta 
pembiayaan yang sangat besar dan banyak. Sumber dana terbatas yang 
dimiliki oleh negara diperlukan sokongan dari masyarakat   Sokongan 
terutama dari masyarakat muslim dalam bentuk filantropi. Hal ini 
dikarenakan  menurut Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional 
(Baznas) Didin Hafidhuddin (Azyumardi Azra, 2012)  bahwa pada tahun  
2011 realisasi dana filantropi Islam mencapai sekitar Rp 1,73 triliun. 
Jumlah ini tidak termasuk dana ZIS (zakat, infak, dan shadaqah) yang 
disalurkan langsung kepada mereka yang berhak menerimanya. Padahal, 
menurut beberapa estimasi, jika setiap dan seluruh Muslim Indonesia 
yang memiliki kelebihan rezeki dan harta mengeluarkan ZIS dan wakaf, 
potensi dana filantropi Islam Indonesia antara Rp 19 triliun hingga Rp 20 
triliun per tahun. Tulisan ini berupaya mengungkapkan potensi filantropi 
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Islam baik teori maupun praktek untuk pengembangan pendidikan, 
terutama pendidikan tinggi. Hal ini ditulis dalam rangka mengembangkan 
sumber pendanaan pendidikan yang tidak semata-mata tergantung pada 
dana pemerintah dan orang tua tetapi meluas ke masyarakat yang peduli 
pada peningkatan mutu perguruan tinggi. 
B. Filantrophi dan Pendidikan Tinggi: Kajian Teoritik 
Philantropy seringkali dipersamakan maknanya dengan istilah 
Charity. Namun demikian ada yang berbeda pada hakekat pengertiannya. 
Charity lebih bermakna pada pengertian pemberian bantuan untuk 
kebutuhan yang sifatnya mendesak dan sesaat. Bentuk yang sering 
muncul adalah ketika ada bencana alam tsunami di Aceh dan sumatera 
Utara banyak media merekrut dana charity dari masyarakat.. Sedangkan 
Philantropy bermakna kedermawanan dalam bentuk hibah yang 
ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya investasi sosial (Zaim Saidi, 
2003:22). Pendapat lain dari The W.K. Kellogg Foundation (Karen 
Hudes. 2005:2) menyatakan Philantrophy adalah : ―the giving of time, 
money, and know-how to advance the common good.‖ Pendapat lain 
dikembangkan Burlingame (http://www.neareast.org/phil/en/ 
page.asp?pn=23) menyatakan bahwa ―philanthropy is described as a 
voluntary giving to help the community either with material or non-
material means‖. Ketiga pendapat tersebut dapat dimaknai bahwa 
Philantrophy  atau  filantropi  adalah pemberian seseorang dalam bentuk 
materi dan non materi untuk investasi sosial yang bisa dilakukan oleh 
individual maupun kelompok.  
Hilman Latif (2010) menyatakan bahwa filantropi memiliki akar yang 
sangat kuat dalam Islam. Praktik filantropi dalam Islam biasanya 
merujuk pada penyelenggaraan zakat, infak, sadaqah, dan wakaf. Untuk 
itu, sebagaimana halnya dengan shalat, puasa, dan ibadah haji, Islam juga 
mengajarkan secara detail bagaimana zakat harus dihitung dan dikelola. 
Implementasinyapun tidak semata ibadah individual tetapi juga kolektif. 
Artinya filantropi seperti halnya shalat dan haji harus juga dikerjakan 
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secara jama’ah sehingga bisa berdampak pada kehidupan bagi orang 
yang menerimanya. Jika hal ini diterapkan maka dana yang ada bisa 
meningkatkan mutu layanan pendidikan, kesehatan serta kebutuhan 
masyarakat. 
Pendidikan Tinggi didefinisikan ADA (2009:6) sebagai berikut: The term 
“higher education” refers to the tertiary education sector and mainly to 
courses of study that prepare students for scientific and research-
oriented careers, as well as careers that call for a high level of 
professional qualifications. 
Perguruan tinggi  menurut pendapat di atas merujuk pada sektor 
pendidikan tertier untuk menyiapkan mahasiswa pada karir penelitian 
dan pengetahuan sebagai karir dengan kualifikasi profesional tingkat 
tinggi.  
Pencapaian semacam itu diperlukan keragaman jenis pendidikan tinggi 
yang terdiri  atas  politeknik, akademi, sekolah tinggi, institut, dan 
universitas. Kesemuanya memiliki sistem yang berbeda. Sistem 
pendidikan tinggi menurut Abdouli (2009) adalah sistem yang memiliki 
fungsi tripartit yang saling berkaitan meliputi:  
a. Creators as major forces, who are academics, administrative staff and 
students. 
b. Knowledge, which is the product designed for society and humanity as 
a whole, based on methods, programs and pedagogical tools. 
c. Spheres, which are institutions and conceptions of building, designed 
to match the educational and creative process. 
 
Perguruan tinggi memiliki tiga fungsi. Fungsi pencipta merupakan 
kekuatan terdiri atas dosen, staf administrasi, dan mahasiswa. Fungsi 
pengetahuan yang bermanfaat bagi masyrakat dan kemanusiaan yang 
didasarkan pada metode, program dan alat pedagogis. Fungsi lingkungan 
yang dirancang untuk memadukan pendidikan dan  proses kreatif. 
ketiganya merujuk pada pengembangan pengetahuan. Hal ini sesuai 
pendapat Levin (2006:2) sebagai berkut: In general, there is wide 
agreement that great universities have three major roles: (1) excellence 
5 
 
in education of their students; (2) research, development and 
dissemination of knowledge; and (3) activities contributing to the 
cultural, scientific, and civic life of society. Ada tiga peran utama 
perguruan tinggi yaitu: (1) keunggulan dalam pendidikan mahasiswa, (2) 
penelitian, pengembangan dan penyebaran pengetahuan, dan (3) kegiatan 
yang berkontribusi terhadap budaya, ilmu, dan kehidupan sipil 
masyarakat. 
Tugas tersebut harus pula didukung dengan regenerasi pengetahuan. Hal 
ini dinyatakan D’Andrea dan Gosling (Neil Semuel Rupidara, 2008:3) 
mengatakan bahwa “Higher education has a social purpose that is not 
merely about transmitting knowledge and skills… it should also engage 
students in a transformational process by encouraging critical reflections 
on their learning and actions.” Proses transformasi ini diyakini akan 
makin bermakna ketika mahasiswa turut masuk ke dalam aktivitas inti 
universitas yakni pencarian dan penemuan pengetahuan baru. Kesemua 
pendapat tersebut disepakati James J. Duderstadt (1999:2) yang 
menyatakan bahwa university, that create knowledge, educate people, 
and provide those people with learning resources throughout their lives. 
Pendapat lain yang hampir senada dinyatakan Enders (2004:362) bahwa 
perguruan tinggi adalah multi-purpose or multi-product institutions 
which contribute to the generation and transmission of ideology, the 
selection and formation of elites, the social development and educational 
upgrading of societies, the production and application of knowledge and 
the training of the highly skilled labour force.  
Pendapat tersebut menunjukkan bahwa perguruan tinggi merupakan 
lembaga yang memiliki beragam produk dan tujuan yang memberikan 
sumbangan pada generasi penerus dan transmisi ideology, seleksi dan 
pembentukan elit, pengembangan masyarakat dan peningkatan 
pendidikan masyarakat, produksi dan penerapan pengetahuan serta 
melatih angkatan kerja yang memiliki ketrampilan yang tinggi. Kegiatan 
utama perguruan tinggi menurut Hudzik (2011:7): The business of 
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universities is ideas: the creation of ideas through research and the 
dissemination of ideas through education and application. Kegiatan 
universitas adalah gagasan-gagasan yang meliputi: penciptaan gagagasan 
melalui penelitian serta penyampaian gagasan melalui pendidikan dan 
penerapannya. 
Fokus terakhir dari kesemua peran dan tugas tersebut menurut Peter 
Haddawy dan Barbara Igel (2007:3) adalah One of the most important 
roles of institutions of higher education is to serve as well springs of 
innovation and creativity. Salah satu peran yang paling penting dari 
lembaga pendidikan tinggi adalah untuk melayani sebagai mata air 
inovasi dan kreativitas.  
Pendapat di atas diperkuat Healey (2006:1) bahwa Perguruan Tinggi 
berperan seperti berikut ini:  
The role of universities is to create and disseminate knowledge; that is, to 
research and teach. Insofar as the creation of knowledge bases in major 
discipline areas is a collective enterprise of humankind, universities must 
necessarily be international in their orientation − the nature of scientific 
advancement is that today’s research builds upon the discoveries of 
others, wherever in the world they have been made. 
 
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa universitas memiliki peran 
untuk menciptakan dan mensosialisasikan pengetahuan melalui kegiatan 
pokok yaitu penelitian dan pengajaran. Penciptaan pengetahuan 
berdasarkan pada wilayah disiplin pengetahuan pokok. 
Peran Pendidikan Tinggi yang senada dan lebih teknis dinyatakan Juan 
José Sánchez-sosa dan Salomon Lerner-febres. (2002 :2) adalah: 
a. the defence of autonomy and of the freedom to teach, to research 
and to learn, 
b. enhancing the quality of academic work, 
c. promoting new information and communication technologies, 
d. the recognition of academic excellence, 
e. the dissemination of academic knowledge, 
f. the advancement of internationalisation.  
 
Peran organisasi perguruan tinggi memiliki enam dimensi utama, yaitu:  
pertahanan otonomi  dan  kebebasan untuk  mengajar,  penelitian dan 
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pembelajaran, meningkatkan kualitas kerja akademik, mempromosikan 
informasi baru dan teknologi komunikasi, pengakuan keunggulan 
akademik, penyebarluasan pengetahuan akademik, dan kemajuan 
internasionalisasi.  
Selain peran di atas, Perguruan Tinggi  mempunyai tujuan sebagai 
berikut: 
1. The acquisition, development and inculcation of the proper value 
orientation for the survival of the individual and the society. 
2. The development of the intellectual capacities of individual to 
understand and appreciate their environment. 
3. The acquisition of both physical and intellectual skill, which will 
enable individual to develop into useful members of the community. 
4. The acquisition for an objective view of the local and external 
environs. (Nakpodia, 2009:80) 
 
Peran perguruan tinggi menurut pendapat di atas adalah: pengembangan 
dan penanaman orientasi nilai yang tepat untuk kelangsungan hidup 
individu dan masyarakat, pengembangan kapasitas intelektual individu 
untuk memahami dan menghargai lingkungannya, akuisisi keterampilan 
baik fisik dan intelektual, yang akan memungkinkan individu untuk 
berkembang menjadi anggota masyarakat yang berguna, akuisisi untuk 
sebuah pandangan  obyektif dari lingkungan lokal dan eksternal. 
Pendidikan Tinggi di Indonesia menurut UU No. 12 Tahun 2012 dalam 
Pasal 4 menyebutkan Pendidikan Tinggi berfungsi:  
1. mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 
peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 
kehidupan bangsa;  
2. mengembangkan sivitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, 
terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan 
Tridharma; dan  
3. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 
memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora. 
 
Fungsi tersebut menunjukkan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia 
mengabdi pada kemanusiaan dengan cara mengembangkan dan 
menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Cara yang ditempuh 
melalui Tridharma perguruan tinggi, yaitu: pendidikan dan pengajaran, 
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penelitian, serta pengabdian masyarakat. Tiga kegiatan utama perguruan 
tinggi mendasarkan pada tujuan sebagai berikut:    
1. berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak 
mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, 
dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;  
2. dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan 
dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan 
peningkatan daya saing bangsa;  
3. dihasilkannya Ilmu pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian 
yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar 
bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan paradaban dan 
kesejahteraan umat manusia; dan  
4. terwujudnya Pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan 
karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan 
umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.  
 
Tujuan di atas menunjukkan bahwa pendidikan tinggi harus 
mempersiapkan peserta didik dan alumninya yang sesuai dengan 
kepentingan bangsa. Ciri yang dihasilkannya adalah menguasai 
pengetahuan dan menerapkannya melalui kegiatan pembelajaran dan 
penelitian sehingga bisa diwujudkan dalam pengabdian kepada 
masyarakat.  
Pencapaian tujuan dan peran di atas memerlukan biaya yang tidak 
sedikit, sehingga pendanaannya tidak saja berasal dari pemerintah saja 
dan pembayaran SPP dari mahasiswa tetapi juga berasal dana masyarakat 
yang bersumber dari dana filantrofi.  Dana filantrofi ini bisa dipakai 
untuk  melaksanakan fungsi perguruan tinggi, yaitu: pendidikan dan 
pengajaran, penelitian serta pengabdian masyarakat.    
C. Pembahasan 
Perguruan tinggi memiliki tiga kegiatan utama, yaitu: pendidikan dan 
pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat. Kegiatan ini 
memerlukan dukungan masyarakat di luar dana masyarakat yang berasal 
dari dana negara maupun dana SPP dari wali mahasiswa. Dana tersebut 
bisa berasal dari berbagai macam sumber,  seperti yang disebut pada UU 
Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 pada penjelasan Pasal 46 Ayat (1) yang 
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menyatakan Sumber pendanaan pendidikan dari pemerintah meliputi 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendanaan 
pendidikan dari masyarakat mencakup antara lain sumbangan 
pendidikan, hibah, wakaf, zakat, pembayaran nadzar, pinjaman, 
sumbangan perusahaan, keringanan dan penghapusan pajak untuk 
pendidikan, dan lain-lain penerimaan yang sah.  Aturan ini diperkuat oleh 
Pasal 84 ayat 2 UU No. 12 Tahun  2012 tentang PT bahwa Pendanaan 
Pendidikan Tinggi yang diperoleh dari Masyarakat sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada Perguruan Tinggi dalam 
bentuk:  hibah; wakaf; zakat; persembahan kasih; kolekte; dana punia; 
sumbangan individu dan/atau perusahaan; dana abadi Pendidikan Tinggi; 
dan/atau  bentuk lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  Dalam konteks filantropi Islam meliputi hibah; wakaf; zakat; 
sumbangan individu dan/atau perusahaan; serta dana abadi Pendidikan 
Tinggi. Bagi perguruan tinggi yang memiliki status perguruan tinggi 
badan hukum terdapat peraturan yang lebih operasional, yaitu:  Peraturan 
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2013 Tentang Bentuk 
Dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
Pasal 8 bahwa bentuk bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
seperti peraturan di atasnya seperti yang dipaparkan di atas.  
Sumber dana pendidikan yang potensial untuk pengembangan perguruan  
tinggi adalah wakaf (endowment). Dana ini sangat besar terjadi di 
beberapa negara diantaranya Amerika Serikat seperti yang tercantum 
dalam tabel berikut ini:   
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Tabel 2. 10 Lembaga Perguruan Tinggi Di Amerika Serikat Yang 
Memiliki  Dana Abadi  Tahun Fiskal  2011. 
School name (state) FY 2011 Endowment 
Harvard University (MA) $32,012,729,000 
Yale University (CT) $19,174,387,000 
Princeton University (NJ) $17,162,603,000 
Stanford University (CA) $16,502,606,000 
Massachusetts Institute of Technology $9,712,628,000 
Columbia University (NY) $7,789,578,000 
University of Michigan—Ann Arbor  $7,725,307,000 
University of Pennsylvania  $6,582,030,000 
University of Notre Dame (IN) $6,383,344,000 
Duke University (NC) $5,747,377,000 
 
Dana dalam sektor ini kebanyakan berasal dari sumbangan civitas 
akademika universitas bersangkutan. Sumbangan itu berasal dari staf 
dosen dan administrasi, mahasiswa, alumni, simpatisan dan rekanan 
universitas bersangkutan. Hal yang menarik menurut Bambang 
Sumintono (2012) bahwa di universitas Harvard misalnya, 70% dari 
penyumbang ke dana endowment nominalnya kurang dari nominal US$ 
500 per tahun; dan diantara mereka mayoritas adalah staf dan mahasiswa 
yang mau menyisihkan uang saku-nya untuk universitas tempat mereka 
bekerja dan belajar. 
Dalam masalah ini tulisan Stanton (1994: 41 - 44 dan 231-236) sangat 
menarik dalam menggambarkan kondisi wakaf dalam masa keemasan 
Islam di Spanyol. Pada masa awalnya, wakaf bisa mengembangkan 
semangat pencarian ilmu secara universal. Keadaan demikian terjadi 
karena wakaf diterapkan untuk investasi, disewakan, atau dijual assetnya. 
Hasil penerapannya digunakan untuk pembiayaan pengembangan sumber 
daya manusia. Perkembangan ini terpupus karena ternyata pemberi wakaf 
yang menentukan dirinya sendiri atau ahli warisnya untuk menjadi 
penanggungjawab pengelolaan wakaf. Jenis ini disebut wakaf Ahli. 
Akibatnya lembaga pendidikan (baik peserta didik, pendidik, serta 
kurikulum) harus menyesuaikan keinginan-keinginan pemberi wakaf. 
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Akibat lebih lanjut pendidikan Islam kehilangan kreativitas dalam 
mengembangkan ilmu pengetahuan.  
Peristiwa di atas sangat tragis.  Namun demikian masih banyak peristiwa 
dan inovasi dari model pendayagunaan wakaf.  Langkah ini dilakukan 
oleh Mesir dengan menerapkan inovasi berupa pengembangan jenis 
wakaf yang tidak tergantung atau bebas dari intervensi pemberi wakaf 
yaitu jenis wakaf khayri (Dawam Rahardjo, 2003:xxxii). Wakaf khayri 
lebih bersifat fleksibel dan tidak tergantung pada pemberi wakaf. Seperti 
wakaf didayagunakan untuk pembiayaan pendidikan (administratif dan 
akademik) di Al Azhar University Mesir, Universitas Zaituniyyah 
Tunisia dan Madaris Imam Lisesi Turki . Model ini juga sudah diadopsi 
oleh berbagai Pondok Pesantren di Indonesia dengan mendayagunakan 
tanah yang diwakafkan dari Umat Islam untuk pertanian atau usaha 
produktif lainnya, sehingga bisa menghidupi pesantren (pembiayaan 
pendidikan pesantren). Contoh : Pondok Modern Gontor , Pondok 
Pesantren Darunnajah Ulujami Jakarta. 
Beberapa lembaga pengelola wakaf (nadzir wakaf) sudah berupaya 
mengoptimalkan wakaf untuk usaha pengembangan pendidikan, baik 
pendirian balai latihan kerja maupun penyediaan fasilitas pendidikan 
lainnya, melalui wakaf tunai maupun non tunai serta produktif maupun 
non produktif (Dialog Jum’at, 29 September 2003: hal. 15). Bahkan salah 
satu universitas Islam yaitu Universitas Islam Indonesia Yogyakarta saat 
ini sedang mengembangkan sistem wakaf tunai untuk pembiayaan 
pendidikan, terutama pengembangan sarana dan prasarana melalui 
penjualan sertifikat wakaf sebesar Rp. 250.000,- perlembar kepada 
masyarakat umum - khususnya orang tua mahasiswa . Inovasi di atas 
disepakati oleh An Na’im (2003: 297) bahwa keluasan fungsi dan tujuan 
wakaf, maka dimungkinkan wakaf bisa digunakan mendukung sektor 
pendidikan dan sektor publik lain.  
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Kasus lain adalah kepemilikan wakaf yang sangat besar dialami 
oleh organisasi kemasyarakatan yaitu Muhammadiyah, gambarannya 
sebagai berikut: 
Tabel. Wakaf yang dimiliki Muhammadiyah 
Pemakaian Jumlah (unit) 
1. Masjid 2360  
2. TK 3960 
3. SD   960 
4. SMP 2143 
5. Sekolah Menengah    979 
6. Pondok Pesantren      64 
7. Universitas    190 
8. Panti Asuhan    239 
9. Rumah Sakit     30 
10. Klinik     20 
11. Kantor  8881 
Total 19862 
 
Satu organisasi keagamaan saja memiliki banyak harta wakaf, 
maka Indonesia memiliki kekuatan yang besar. Potensi itu bisa lebih 
diproduktifkan lagi melalui pengelolaan yang profesional, sehingga 
keuntungan dari memproduktifkan wakaf itu bisa menambah subsidi 
bidang pendidikan.  
Dilihat dari paparan tersebut terlihat bahwa wakaf menjadi 
sangat potensial secara ekonomik untuk pengembangan sumber daya 
manusia, terutama bidang pendidikan tinggi.  
Sumber dana yang lainnya bisa melalui pengembangan distribusi infaq 
wajib maupun sunat (baik produktif maupun konsumtif). Seiring 
pemberlakuan UU No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat dan 
UU No. 17 tahun 2000 tentang zakat sebagai faktor komponen biaya 
pemotong pajak, maka diperlukan lembaga pengelola zakat yang 
memiliki kekuatan yuridis formal dan kredibel di mata masyarakat 
maupun pemerintah untuk menarik zakat sehingga bisa memotong 
pajak sebuah perusahaan/pribadi. Zakat itu bisa dialokasikan untuk 
prioritas pengembangan SDM dan pendidikan. Beberapa lembaga zakat 
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lebih memprioritaskan alokasinya utnuk pengembangan SDM lebih 
banyak dibandingkan sektor yang lain, apalagi fisik. Sudah banyak 
lembaga yang merealisir program tersebut, seperti Dompet Dhu’afa 
Republika, Yayasan Solo Peduli, Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), 
Rumah Zakat Indonesia (RZI) Ummul Quro’, dan yang lainnya, 
maupun lembaga philantropy lainnya.  
Sekedar contoh lembaga zakat Lazis Muhammadiyah 
mengalokasikan zakat infaq dan shadaqah untuk bidang pendidikan 
lebih diprioritaskan. Tabel berikut ini menggambarkannya: 
Tabel 3. Alokasi Bea Siswa dari Zakat Infaq dan Shadaqah 
No Alokasi Jumlah 
1. Pemberdayaan Ekonomi Dhu’afa Rp. 236.543.900,00 
2. 
Pelayanan Masyarakat 
a. Fakir Miskin Rp.   13.754.500,00 
b. Fi sabilillah Rp. 249.160.200,00 
c. Ibnu Sabil Rp.       700.000,00 
3. Pengembangan Sumber Daya 
Insani 
Rp. 128.178.600,00 
4. Operasional rutin Rp.  71.631.474,00 
Total Rp. 699.968.674,00 
(Modifikasi Iklan Lazis Muhammadiyah, Republika 26 Oktober 
2004) 
18% dari total dana diserap untuk bidang pendidikan tetapi dari 
penjelasan iklan diketahui bahwa alokasi untuk Fisabilillah sebenarnya 
bertaut dengan pendidikan karena diberikan kepada guru TK dan SD. 
Disini terlihat bahwa lembaga zakat bisa bersama-sama dengan 
lembaga pendidikan untuk meingkatkan kualitas SDM. 
Belum lagi jika diinventarisasi kekuatan infaq sunat maupun 
shadaqah (selain zakat) akan semakin besar potensi untuk pembiayaan 
pendidikan. Baik infaq setiap jum’at maupun infaq rutin lainnya. 
Pengembangan dana dari infaq untuk pendidikan dilakukan Badan Amil 
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Zakat Nasional (BAZNAS) dengan program DINNAR (Dana Infaq 
Abadi Untuk Pendidikan Anak Negeri). Program ini di-launching-kan 
pada tanggal 12 November 2003 oleh Menteri Keuangan RI. Dana 
pokok infaq yang masuk dalam rekening ini tidak berkurang, yang 
diambil hanyalah bagi hasil ataupun bunga dari rekeningnya. Langkah 
serupa sebenarnya sudah lama dilakukan salah satu lembaga Islam yaitu 
Al Washliyah sekitar tahun 1936 dengan menerapkan bea siswa 
(studifond) bagi mahasiswa yang belajar di Kairo (Steenbrink, 
1994:81). 
Kesemua instrumen tersebut bisa dipakai untuk: 
1. Pengembangan pendidikan dan budaya, meliputi: penyediaan buku 
gratis, pendanaan penelitian dan pengembangan yang relevan dengan 
pendidikan,  peningkatan  program pendidikan, beasiswa, grant 
untuk sekolah, pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai budaya 
(Dian Masyita, Muhammad Tasrifm dan Abdi Suryadinata 
Telaga,2005). 
2. Pendidikan, penelitian ilmiah dan perpustakaan, serta untuk 
memenuhi kebutuhan orang miskin (Kahf, 4) 
3. Pembangunan dan Pengadaan fasilitas pendidikan, serta biaya 
pendidikan formal dan non formal (Imron Hadi Tamin, 2011: 42-47) 
4. Kepentingan survival (food and nutrition), functioning (free from 
disease), progress (education and skills), and sustention (free from 
discrimination) needs of the poor (Sami Hasan, 2006:3). 
Keluasan cakupan  peruntukan di atas bisa dijadikan rujukan bagi 
perguruan tinggi untuk pengembangan pendanaan melalui filantropi. 
Dana filantropi bisa dialokasikan untuk mendukung implementasi tri 
dharma perguruan tinggi. 
D. Penutup 
Pendidikan memang bukan hanya tanggungjawab pemerintah saja tetapi 
semua komponen bangsa memiliki tanggungjawab. Diantara 
tanggungjawab yang harus ada adalah masalah ketersediaan dana atau 
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biaya pendidikan bagi anak bangsa. Apalagi di tengah negara ini sedang 
dililit utang luar negeri, sebenarnya sektor swasta dan masyarakat harus 
mulai menengok kembali pentingnya pendidikan. Disinilah menjadi 
penting instrumen keagamaan berupa kedermawanan keagamaan 
(religious philantropy) dalam menunjang pendanaan alternatif bagi 
pendidikan. Selain itu juga diperlukan tanggungjawab perusahaan kecil 
sampai besar dalam pendanaan. Kesemuanya diperlukan kepastian 
aturan yang bisa mendukung keberlangsungan pendidikan.  
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